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PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ”Reformulasi Penyelenggaraan  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dapat diselesaikan dengan baik. 
Buku ini merupakan bunga rampai yang disusun berdasarkan hasil 
penelitian Kelompok Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
sebagai bagian pelaksanaan tugas pokok para peneliti. 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang strategis 
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 
bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian 
dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu 
mendapatkan perhatian Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang 
mendukung terselenggaranya tertib berlalu lintas yang aman, nyaman, 
terjangkau dan efesien. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan 
keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan 
yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, 
serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.   

Setelah satu dasa warsa pelaksanaan UU tentang LLAJ, masih 
menemui berbagai permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, baik 
dari aspek regulasi, kelembagaan, pemeliharaan jalan, perizinan 
maupun penegakan hukumnya. Kompleksitas permasalahan lalu 
lintas dan angkutan jalan menjadi salah satu faktor penyebab 
permasalahan yang perlu dibenahi. Dinamika dan perkembangan 
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masyarakat yang dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi juga berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat 
dalam bertransportasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi di bidang 
transportasi oleh masyarakat menjadi suatu keniscayaan, yang 
tidak dapat dihindarkan. Buku ini memberikan informasi terkait 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengupas 
sisi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dari  berbagai 
prespektif hukum.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang 
mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah 
berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan 
masyarakat dan bangsanya. Penghargaan dan terima kasih mendalam 
juga saya berikan kepada Dr. Suhariyono Ar., S.H., M.H. atas sumbangan 
pemikirannya dalam melakukan kegiatan penyuntingan, sehingga 
buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait. 

 Jakarta, November 2020

Kepala Pusat Penelitian 
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas
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PROLOG

Satu dasawarsa implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU tentang LLAJ) masih 
menyisakan beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Setidaknya 
terdapat lima permasalahan dalam penerapan UU tentang LLAJ 
yaitu di bidang kelembagaan, dana preservasi jalan yang dipungut 
dari pajak kendaraan dan diperuntukan bagi pemeliharaan jalan, 
dan praktik transportasi online sebagai pengaruh perkembangan 
teknologi informasi dan telekomunikasi. Sedangkan di bidang 
penegakan hukum, penanganan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) 
dan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ukuran dan 
batas maksimal muatan juga masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi 
penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Buku ini akan mengupas 
permasalahan-permasalahan tersebut dalam bagian-bagian buku 
yang menarik untuk dibaca sebagai pengetahuan bagi pembacanya. 

Dari sisi kelembagaan, muncul permasalahan baik dari 
sisi regulasi maupun institusi. Salah satunya Undang-Undang ini 
mengamanatkan terbentuknya beberapa peraturan pelaksanaan, 
tetapi belum seluruhnya terbentuk sehingga memengaruhi penegakan 
hukumnya. Heterogenitas pemangku kepentingan dalam pembinaan 
dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri 
atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau 
masyarakat menjadi salah satu permasalahan kelembagaan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan kelayakan jalan juga menjadi isu penting 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia karena 
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berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan. 
Dalam rangka mempertahankan kondisi jalan, UU Nomor 22 Tahun 
2009 tentang LLAJ memberikan pengaturan mengenai Dana Preservasi 
Jalan, yaitu dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan.  Bagaimana pengaturan, implementasi, dan 
permasalahan dana preservasi di daerah, menjadi hal yang menarik 
untuk dianalisis

Transportasi darat sebagai bagian dari penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu 
mewujudkan pelayanan sektor transportasi yang aman, nyaman 
dan terjangkau oleh masyarakat. Seiring dengan dengan semakin 
meningkatnya mobilitas masyarakat yang menuntut kecepatan, 
kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan jasa transportasi 
serta pengaruh kemajuan teknologi yang memberi peluang bagi 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka keberadaan 
transportasi berbasis online mulai diperkenalkan dengan menawarkan 
beberapa kemudahan bagi konsumen pengguna jasa transportasi 
darat. Transportasi online kini diminati oleh masyarakat pengguna 
transportasi. Namun, secara normatif penggunaan alat transportasi 
berbasis online belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang LLAJ. 

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi setiap tahun 
menimbulkan banyak korban, baik korban luka ringan, berat, maupun 
meninggal dunia. Mengacu pada UU tentang LLAJ, penegakan hukum 
perkara lakalantas dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengadilan 
dan di luar pengadilan. Untuk lakalantas yang menimbulkan luka 
ringan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Sedangkan untuk 
lakalantas yang menimbulkan korban luka berat dan meninggal 
dunia harus melalui proses peradilan. Namun dalam pelaksanaannya, 
penegakan hukum lalu lintas terutama yang menimbulkan korban 
sering tidak konsisten. Bagaimana penegakan hukum lakalantas yang 
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menimbulkan korban, serta pengaturan dan pelaksanaan ketentuan 
restorative justice dalam penegakan hukum lakalantas, akan menjadi 
bagian dari substansi yang dibahas dalam buku ini.

Pada akhirnya salah satu bagian buku ini mengupas fenomena 
Overdimension dan Overloading (ODOL) pada sistem transportasi 
barang, yang sudah menjadi isu di banyak negara, baik di negara 
berkembang, maupun di negara maju. Di Indonesia, pelanggaran ODOL 
menjadi salah satu hal yang cukup meresahkan dan berdampak pada 
kerugian negara untuk biaya perbaikan dan perawatan jalan sebagai 
akibat dari pelanggaran ODOL. Berbagai upaya penanganan terhadap 
pelanggaran ODOL, seperti pemberlakuan beban ijin kendaraan 
lebih, penalti yang tinggi bagi pelaku pelanggaran ODOL, sampai 
dengan penegakan hukuman penjara bagi tindak pidana lalu litas dan 
angkutan jalan yang berkaitan dengan ODOL telah coba dilakukan oleh 
pemerintah. Namun, upaya tersebut belum juga menunjukkan hasil 
yang diharapkan. 

 Jakarta,  November 2020

Penyunting

PROLOG
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EPILOG

Buku berjudul “Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan”, mengupas permasalahan implementasi 
UU tentang LLAJ dari perspektif hukum yang disajikan secara 
komprehensif. Para penulis berhasil menyajikan analisis yang menarik 
pada setiap topik yang diangkat dalam buku bunga rampai ini. Melalui 
buku ini pembaca akan memperoleh informasi dan pengetahuan 
tentang masalah kompleksitas kelembagaan penyelenggara LLAJ, 
terhambatnya dana preservasi jalan sebagai dampak peraturan 
pelaksana, keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam 
menjangkau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 
penerapan restorative justice dalam penyidikan lakalantas, serta 
penanganan terhadap pelanggaran overdimension dan overload.

Pada bagian kesatu, Shanti Dwi Kartika menulis tentang 
“Kelembagaan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. UU LLAJ 
melakukan penataan kelembagaan dengan membedakan lembaga 
pemegang peran (role occupant) yang dilaksanakan oleh pembina LLAJ 
dan lembaga pelaksana (implementing agency) oleh penyelenggaran 
LLAJ yang didukung oleh forum LLAJ, serta memiliki mekanisme 
kelembagaan berupa pembinaan, penyelenggaraan, dan forum 
koordinasi. Implementasi kelembagaan LLAJ secara umum sudah 
dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Namun, secara 
hukum menunjukkan ada kekosongan hukum sebagai dampak dari 
belum terlaksananya pendelegasian pengaturan secara keseluruhan, 
terjadi dishamonisasi antar-norma dan tumpang-tindih pengaturan. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penguatan 
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kelembagaan LLAJ melalui penataan regulasi dan redesign 
kelembagaan. 

Bagian kedua berjudul “Implementasi Dana Preservasi Jalan 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permasalahan 
Pendanaannya”, ditulis oleh Monika Suhayati. Hasil analisisnya 
menyebutkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi 
di daerah penelitian (Jawa Timur dan Sumatera Utara) terkait 
pemeliharaan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan adalah berkaitan 
dengan keterbatasan dana preservasi jalan nasional. UU tentang LLAJ 
telah mengatur mengenai Dana Preservasi Jalan yang digunakan 
khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
Jalan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ketentuan mengenai Dana 
Preservasi Jalan dan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan dalam UU 
tentang LLAJ hingga saat ini belum dapat diimplementasikan dan 
karenanya unit pengelola Dana Preservasi Jalan belum dibentuk 
hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sumber Dana Preservasi Jalan 
dimaksud dalam ketentuan ini merupakan penerimaan yang menjadi 
hak negara yang harus dimasukkan dalam APBN berdasarkan Pasal 
3 ayat (5) UU Keuangan Negara. Demikian pula, penerimaan yang 
menjadi hak daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus 
dimasukkan dalam APBD berdasarkan Pasal 3 ayat (6) UU Keuangan 
Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu mendorong 
pelaksanaan ketentuan Dana Preservasi Jalan dan Unit Pengelola 
Dana Preservasi Jalan yang telah diatur dalam UU tentang LLAJ demi 
mengatasi permasalahan kekurangan pembiayaan preservasi jalan 
baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan. 

Selanjutnya bagian ketiga ditulis oleh Sulasi Rongiyati dengan 
judul “Legalisasi Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Aplikasi 
Online”. Beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online telah 
menimbulkan beberapa permasalahan hukum, antara lain mengenai 
landasan hukum, jaminan keselamatan dan keamanan penumpang dan 
hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia layanan aplikasi 

Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas
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online. Faktanya, UU tentang LLAJ belum mengatur penyelenggaraan 
transportasi berbasis aplikasi online, baik untuk kendaraan roda 
empat maupun roda dua.  Untuk mengatasi kekosongan hukum 
tersebut, pemerintah memberlakukan Permenhub Nomor 32 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang kemudian diganti dengan 
Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permenhub 
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenhub Nomor 118 
Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 
Permenhub tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan 
transportasi berbasis aplikasi online khusus kendaraan roda empat 
sebagai angkutan sewa khusus. Sedangkan mengenai ojek online, 
berdasarkan ketentuan UU tentang LLAJ kendaraan bermotor 
roda dua tidak termasuk dalam katagori angkutan penumpang 
umum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap 
pelindungan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk angkutan 
penumpang, pemerintah memberlakukan Permenhub Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda 
Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Ketiadaan 
regulasi transportasi berbasis aplikasi online, Ketiadaan dasar 
hukum transportasi berbasis aplikasi online, khususnya dalam UU 
tentang LLAJ berimplikasi pada masalah perizinan penyelenggaraan 
transportasi berbasis aplikasi online serta pengaturan mengenai hak 
dan kewajiban para pihak, yaitu konsumen pengguna dan penyedia 
jasa layanan. Oleh karenanya pengaturan transportasi online dalam 
peraturan perundang-undangan yang memiliki daya laku hukum yang 
setara dengan pengaturan transportasi umum lainnya, sudah menjadi 
suatu kebutuhan. 

Pendekatan Restorative Justice dalam Penyidikan Kasus 
Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Luka Berat 
dan Meninggal Dunia yang ditulis oleh Puteri Hikmawati  menjadi 

Epilog
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bagian keempat dari buku ini. Bab XIV UU tentang LLAJ mengatur 
untuk lakalantas dengan kerugian materil dan korban luka ringan, 
penyelesaiannya dilakukan dengan berita acara singkat. Sedangkan 
lakalantas yang menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia, 
penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan berita acara biasa. 
Dalam hal korban meninggal dunia akibat lakalantas, pengemudi, 
pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan 
bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau biaya 
pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 
Dalam implementsinya terdapat kasus lakalantas yang menimbulkan 
korban meninggal dunia, pelaku divonis hukuman ringan atau bebas. 
Dalam hal ini hakim menggunakan teori pemidanaan restorative 
justice. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif 
dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di 
mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan 
memperbaiki luka-luka mereka. 

Bagian kelima yang merupakan bagian terakhir dari buku 
ini ditulis oleh Marfuatul Latifah dengan membahas mengenai 
“Penanggulangan Overdimension dan Overload di Indonesia”. 
Hasil analisis penulis menyebutkan bahwa pelanggaran ODOL di 
Indonesia telah berada pada situasi yang mengkhawatirkan sehingga 
membutuhkan penanggulangan secara menyeluruh dari hulu sampai 
hilir. Penanggulangan ODOL tidak cukup dilakukan dengan upaya 
penal tetapi juga nonpenal. UU LLAJ, sudah cukup komprehensif 
dalam mengatur dimensi dan batasan beban dalam pengangkutan. 
Selain itu, UU LLAJ juga sudah memisahkan mengenai kejahatan dan 
pelanggaran serta, sudah mengklasifikasikan korporasi sebagai pelaku 
pelanggaran ODOL yang dapat dikenai ancaman pidana pembekuan 
dan/atau pencabutan dan denda yang besar, dan pidana pembekuan 
status perusahaan atau pencabutan izin perusahaan. Namun dalam 
praktik, terobosan pidana tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan. 
Faktor lainnya, struktur dalam penegakan hukum seperti aparat 
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dan alat pendukung belum cukup baik. Hal tersebut diperburuk 
dengan rendahnya kesadaran pihak yang terkait dengan pelanggaran 
ODOL. Jalur nonpenal penanggulangan pelanggaran ODOL, seperti 
penyebaran edukasi atas bahaya pelanggaran ODOL dan kerugian 
yang ditimbulkannya terhadap pihak yang terkait dalam pelanggaran 
ODOL, upaya revitalisasi jembatan timbang, dan upaya pemecahan 
konsetrasi pengiriman barang melalui moda transportasi darat, belum 
berjalan maksimal. Salah satu alasannya adalah upaya nonpenal 
tersebut belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang 
memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini 
pemerintah perlu membuat ketentuan dasar hukum yang kuat terkait 
upaya nonpenal dalam penanggulangan ODOL.

Epilog
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